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Ad 8. Unsur yang dilskukan oleh dus erang bervama-sams atan lebih;

Menimbang, behwa berdasarkan  fakts  yung terunghap  dipersidangan
perdanarkan keterangin saksi-saksi benar lerdakwn bersama-sama dengan Afrizal
S imangunsong mengambil buah kelapa sawil milik PTPN V1 unit usaha bonut sebanyak

| enam) tandan tanpa ada ijin dari PTPN V] unit usaha bunut ;

Memmbang bahwa perbustan terscbut tendakwa lakukan dengan cam pada hari
Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 0K.00 wib terdakws menmnen bush sawil
milik PTPN V1 unil usshe bums ssmpei pukul 12.00 wib dan bush sawit tersehut
dianghut dengun meaggunakn ledok;

Menimbang balwa ledok terdakwa pecah ban, sedangkan bush sawit yeng belum
disnghost masih 6 {enam) tandan lagi, lalu terdukwa pergi ke warung saksi Afrizal unuk
membeli rokok den memints saksi Afrizal untuk menjuslkan bush sawit tersehut

Menimbang bahwa pads pukul 2000 wib terdakws bersama saksi Afrizal
menganghut buah sowit tersehut ke pinggir kebun dekat warung saksi Afrizal, agar saksi
Afrizal lebih muodah menganghkul kedalam wrrungnyn |

Menimbang bahwa selanjumys pada pukul 00,30 wib saksi Afrizal mengangku
buah kelapa sawit tersebut ke dalam warungnys dengan tujuan besok sake Afrizal akan
mencan terlebih dahuly pembelinys namun peda sant sakst Afrizal menganghui bush
kelaps sawit tcrscbut kedalam warungmys diketshui oleh Pengamonan kebun dan

langsung dibawa ke Polsek Sungai Bahar,
Menimbang, balvws  bendasarkan umian tersebut  distes  Majelis  Hakim
herkeynkinmn hahown unsur i telah terpenubi;

Menimbhang. bahwa berdeswrkan uminn  tersehut  disies  Majelis  Hakim

berkeyakinan bahwa unsr i telnh ferpemubi:

Menimbang, bahwa oleh karenn seluruh unsur-unsor den dakwsin melanggar

seceimer [it8al 363 myat (1) ked KUHP telah terbukti secara sab dan meyakinkun makn terdakown
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